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ABSTRAK 

 

Untuk KepentingansUmum dan PenetapansGantidKerugiannyastidak lepas dari masalah 

pelepasan hak atasstanah, bangunan sertasbenda-benda yang berkaitan dengan tanah. 

Dalamdmelakukandpelepasandhakkatasetanah sering terjadikberbagai hambatan 

terutamacyangcberkaitancdengancPenetapancbesarnya Ganti Kerugian, yang seharusnya 

dilakukancdengan memperhatikan lokasikobyekatanah yangdakancdibebaskan, dan 

hargacpasaran dilokasi tersebut sehinggadmemenuhidrasadkeadilan, terutama 

bagidpemilikjobyekdtanah. Penulisan ini dilakukanduntuk mengetahui Pelaksanaan Ganti 

KerugianjAtas Pelepasan Tanah Untuk Kepentingan Pembangunan, apakah sudah sesuai 

dengan peraturanjyang berlaku dan memenuhi rasahkeadilan masyarakatjyang terdampak 

pembangunan. Penulisan ini bertujuand untuk mengetahuidproses pemberian gantidkerugian 

dalam pengadaan atau pelepasan tanah untuk kepentingan pembangunan. Penulisan 

mengkajidketentuan hukum yang berlaku. Proses pembebasan tanah dan proses pemberian ganti 

kerugian dalam pengadaan atau pembebasan tanah untuk kepentingan pembangunan dilakukan 

sesuai Undang-Undang yang berlaku, proses pemberian ganti kerugian kepada bekas pemilik 

tanah yang telah mensetujui harganya dilaksanakan sesuai peraturan di BPN Kota dan bagi 

yang tidak setuju dengan harga yang telah ditetapkan, maka pembayaran ganti kerugian 

dilakukan dengan menitipkan pembayarannya di Pengadilan Negeri 

 

Kata Kunci : Ganti Rugi, Pelepasan Tanah, dan Pembangunan Kepentingan Umum. 
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A. PENDAHULUAN 

Tanah adalah sebagian dari sumber 

daya alam yang sangat dibutuhkan oleh 

berbagai kehidupan dimuka bumi. Tanah 

juga adalah salah satu pemenuhan 

berkehidupan diberbagai bidang, dari 

tahun ke tahun penggunaan tanah di 

berbagai bidang di Indonesia sangat 

meningkat, dengan keadaan tersebut 

banyak sekali tanah-tanah yang 

lekatdengan hak atas tanah harus 

dilepaskan dengan cara pelepasan hak 

untuk berbagai kepentingan umum atau hal 

yang lainya. Pengadaan tanah bagi 

pemenuhan kebutuhan pada saat ini di 

Indonesia sangat meningkat, baik sebagai 

tempat tinggal, tempat berdiam, maupun 

sebagai tempat kegiatan mencari nafkah 

(berwirausaha) maupun untuk kepentingan 

umum. 

Pada saat  ini kegiatan 

pembangunan infrastruktur negara sering 

kali terhambat dengan masalah kesediaan 

tanah negara yang semakin terbatas akibat 

hak  kepemilikan tanah yang sebagian 

besar telah dimiliki oleh masyarakat. Agar 

pelaksanaan pembangunan infratruktur  

tetap terlaksana sesuai dengan kebutuhan 

dan rencana, maka diadakan upaya hukum 

oleh pemerintah dengan melakukan 

pendekatan pembebasan atas hak dan 

pencaburtan hak milik tanah.  Kegiatann 

untuk memperolehn tanah dengan cara 

memberikan gantin kerugian oleh 

pemerintah dalam proses pelaksanaan 

pembangunan untuk kepentinganm umum 

inilah yang kemudian disebut dengan 

pengadaann tanah. 

Pengambilan tanah para penduduk 

untuk kepentingannpelaksanaan 

pembangunann atau penyelenggaraann 

kepentinganm umumm dapat dilakukan 

dengan tiga cara yaitu : pelepasanmatau 

penyerahanm hak atas tanah (pembebasan 

tanah), pencabutann hakmatas tanah dan 

perolehann tanah secara langsungm (jualn 

beli, tukar-menukar, atau cara lain yang 

disepakatim secara sukarelan).1 

Pengadaanm tanah merupakan 

suatu tindakan yang dilakukan oleh 

pemerintah untuk mendapatkan tanah, 

untuk pelaksanaan berbagai kepentingan 

pembangunan, terutama bagi kepentingan 

umum. Prinsip adanya pengadaan tanah 

yang harus tetap dilakukan adalah dengan 

musyarawarah antara pihak pemilik tanah 

dengan pihak yang berkepentingan 

memerlukan tanah tersebut untuk 

mencapai suatu kesepakatan terkait ganti 

kerugian yang layak dan adil. 

Adapunhdari berbagai segi ganti 

kerugian yang adil dan layak pada 

prinsipnyaharus memenuhi tigaaspek, 

yaitu darisegi ekonomi, segisosiologi, 

dansegi filosofi (Dr. Bernhard Limbong, 

 
1 Oloan Sitorus dan Dayat Limbong, 2004, 

hal.1 
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2011, hlm. 369). Dalam Undang-undang, 

Pemerintah telah melakukan legalisasi 

konstitusi negara yaitu Undang-undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 pasal 33 ayat (3) yang tercantum di 

dalamnya dikuasai oleh negara dan 

dipergunakan untuk sebesar besarnya 

kemakmuran rakyat. Dan dalam UU No. 5 

Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar 

Pokok Pokok Agraria menjelaskan bahwa 

dalampasal 18, memberikan landasan 

hukum bagi pelepasan tanah hak, dengan 

tujuan untuk kepentingan umum, termasuk 

kepentingan bangsa dan negara serta 

kepentingan bersama dari rakyat, hak-

hakatas tanah bisa dilakukan pencabutan, 

dengan memberikan ganti kerugian yang 

layak dan benar berdasarkan cara yang 

telah diatur didalam Undang-undang.2 

Undang-undang yang mengatur tentang 

pelepasan dan pengadaan tanah adalah 

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 

tentang Pengadaan Tanah Bagi 

Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. 

Pengadaan tanah merupakan suatu 

tindakan yang dilakukan oleh pemerintah 

untuk mendapatkan tanah, untuk 

pelaksanaan berbagai kepentingan 

pembangunan, terutama bagi kepentingan 

umum, sehingga perlu di lakukan 

pembahasan bagaimana pelaksanaan 

 
2 Soedharyo Soimin, 1993, hal. 82. 

pemberian ganti kerugian dalampengadaan 

tanah untuk pembangunan. 

B. PEMBAHASAN 

1. Pengertian Tanah dan Pembebasan 

Tanah 

Tanah merupakan benda mati yang 

dapat digunakan sebagai alat investasi bagi 

manusia untuk kehidupan jangka panjang. 

Melalui tanah makhluk hidup termasuk 

manusia dapat melangsungkan 

kehidupannya dengan menggunakan tanah 

sebagai sarana perekonomian mereka 

melalui kegiatan pertanian dan 

perkebunan.3 

Karenanya, tanahgmerupakan 

faktordutama pendukung kehidupan dan 

kesejahteraansmasyarakat. Fungsi 

tanahstidak hanya sebatasspada kebutuhan 

tempatstinggal, tetapi jugastempat 

tumbuhskembang sosial, politik, 

dansbudaya seseorangsmaupun suatu 

komunitassmasyarakat. 

Dengan demikian,ssemakin 

tumbuhskembangnya masyarakatssosial 

politik, dan budaya, maka seakan semakin 

sempitspula tanah untuksberpijak. 

Permasalahanstanah merupakan 

masalahsyang menyangkutshak rakyat 

yang paling mendasar. Tanah 

disampingsmempunyai nilaisekonomis 

jugasberfungsi sosial, olehskarena itulah 

kepentinganspribadi atas tanahstersebut 

 
3 Abdurahman, 1994, hal.16 
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dikorbankan gunaskepentingan 

umumsdengan caraspelepasan hak atas 

tanah. 

Tanah memiliki arti penting dalam 

kehidupan manusia karena mempunyai 

dua fungsi, yaitu sebagai sosial asset dan 

capital asset.Sebagai sosial asset tanah 

merupakan sarana pengikat kesatuan sosial 

di kalangan masyarakat Indonesia untuk 

hidup dan kehidupan, sedangkan sebagai 

capital asset tanah merupakan faktor 

modal dalam pembangunan4 

Sebagaikcapital assetltanah 

telahgtumbuh berkembangfsebagai 

bendakekonomi yangksangat 

pentinghsekaligus sebagaikbahan 

perniagaangdan obyek spekulasi. 

Penataangpenguasaan dan 

pengunaanftanah untukspembangunan 

skala besar yang mendukunggupaya 

pembangunananasional dan 

daerahgdilakukan dengan 

mempertimbangkan aspek politik, social, 

pertahanan keamanan, sertagpelestarian 

lingkungankhidup. Penataangpenguasaan 

dan penggunaanltanah melalui 

kegiatanaredistribusid tanah atau 

konsolidasigtanah yanghdisertai 

pemberian kepastianghak atas 

tanahgdiarahkan untukhmenunjang 

dangmempercepat 

pengembangangwilayah, 

 
4 Herma Yulia, 2000, hal 49 

penanggulanganmkemiskinan, dan 

mencegahgkesenjangan 

penguasaangtanah. Yangjdimaksud 

denganjpembebasan tanah atau 

pengadaangtanah berdasarkangPasal 1 ayat 

(2) adalahdkegiatanjmenyediakan 

tanahgdengan carahmemberi 

gantihkerugian yang layakodan adil 

kepadas pihak yangd berhaka. Pasal 1 

PeraturankMenteri DalamkNegeri Nomor 

15 Tahun 1975 secara tegassdiatur 

mengenaiopengertian pembebasanttanah, 

yaitu melepaskanghubungan hukumjyang 

semulafterdapat padakpemegang hak 

(penguasa tanah) dengankcara 

memberikan ganti kerugian. Ganti 

kerugianjatas tanah yang 

dibebaskanlberupa: tanah-tanahgyang 

telah mempunyaiksesuatu hak 

berdasarkans UU No 5 Tahun 1960, dan 

tanah-tanahkmasyarakat hukumladat. 

Hakikatnyakpengertian 

pembebasans hak atass tanahktersebut 

adalah seseorang melepaskan haknyaa 

kepadabpihak yang memerlukangtanah 

dengan carakmenerima ganti kerugian. 

Untukgmemperlancar 

pelaksanaanapembebasan tanah 

tersebutgMenteri Dalam Negeri 

mengeluarkangperaturanjpelaksana berupa 

SurataKeputusan Nomor 16/10/41, tanggal 

19 Oktober 1976 tentang Petunjuks 

PembebsansTanah. Salah satusketentuan 

yangsterdapat dalamkSurat 
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Keputusangtersebut 

menyangkutmmengenai panitia penaksir 

gantikkerugian atas tanah, bangunan-

bangunan, danktanaman-tanaman yang 

adaldiatasnya dengana 

mengusahakanhpersetujuan antara 

keduakbelah pihak 

berdasarkanjmusyawarah serta 

mempergunakankharga umumksetempat. 

Sementara itukpengertian 

pengadaangtanah sebagaimanajdiatur 

dalam Pasal 1 ayat (1) UU No 2 Tahun 

2012 adalahkkegiatan untuk 

mendapatkanstanah dengan 

carasmemberikan ganti kerugiansyang 

layakdan adil kepada pihaksyang 

berhaksatas tanahstersebut. 

Pelepasanahak atas tanahsbisa 

dilakukansatas dasarspersetujuan dari 

pemegangshak baiksmengenai 

teknisspelaksanaannya maupungbentuk 

atau besarnyaxganti kerugian, biladpemilik 

tanahdtidak bersediasmelepaskan atau 

menyerahkanstanahnya makaspemerintah 

melaluismusyawarah  baiksdengan 

instansisterkait maupunfpara 

pemilikgtanah yang terdampakkproyek 

pembangunan untuk kepentingan umum 

itu akan diberikan ganti kerugian 

agardtanah tersebut bisa digunakan untuk 

proyek tersebut. 

Dalam acaradpelepasan hak atas 

tanah, jikaddilihat daridpara pemegang 

hakdyang melepaskan haknya 

kepadadNegara untuk kepentingandumum 

atau kepentingan dbersama diberikan 

gantidkerugian yangdlayak dan adildsesuai 

dengandharga dasar yangdditentukan pada 

tempat pembangunan untuk kepentinga 

umum tersebutddilaksanakan.  

Kepentingansumum harus lebih 

diutamakans daripada 

kepentinganspribadi, sesuai dengan 

asasshukum yangsberlaku bagi 

terselenggaranya kehidupansbersama 

dalam masyarakat. Meskipun demikian, 

kepentingansindividu juga tidaksdapat 

diabaikan karena haksindividu atas tanah 

dilindungisdan dihormatisoleh hukum. 

Apabila pembangunan kepentingansumum 

mendesak maka para pemegang hakdharus 

melepaskan haknya kepadadNegara untuk 

kepentingandumum atau kepentingan 

bersama dengan memberikan 

gantidkerugian yangdlayak dan adil. 

2. Ganti Kerugian dan Bentuk Ganti 

Kerugian 

Masalah gantiakerugian 

merupakanahal yangapaling pentinga 

dalam proses pelepasan tanah. Ganti 

kerugiana adalah pemberianaganti atas 

kerugianayang diderita olehapemegang 

hak atasatanah karena beralihnyaahak 

tersebut. Pasal 1UU Nomor 2 tahun 

2012amenyatakan bahwaaganti 

kerugianamerupakan penggantianayang 

layakadan adil kepada Pihakayang 

berhakadalam proses Pengadaan Tanah. 
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Penetapanabesarnya nilai gantiakerugian 

per bidang tanah ini dilakukana oleh Ketua 

pelaksanaapengadaan tanah 

berdasarkanahasil penilaian,ajasa penilai 

atau apenilai publik. Pihak yangaberhak 

menerima gantiakerugian 

bertanggungjawab atas kebenaran dan 

keabsahanabukti penguasaan atau 

kepemilikan yang diserahkan. 

DalamaUndang-Undang Nomor 2 

Tahun 2012 Tentang PengadaanaTanah 

Bagi Pembangunan UntukaKepentingan 

Umum, pasal 36 mengatur 

mengenaiapemberianganti kerugiana atas 

objek pengadaanatanah yang diberikan 

secara langsungakepada pihak 

yangaberhak dan dapat diberikanadalam 

bentuk: 

a. Uangs 

b. tanahspengganti 

c. tanahspengganti 

d. permukiman kembali  

Yang dimaksudsdengan 

“permukimanskembali” adalah 

prosesskegiatan penyediaanstanah 

penggantiskepada Pihaksyang berhak 

keslokasi lain sesuaisdengan 

kesepakatansdalam proses 

PengadaansTanah  

e. kepemilikanssaham atau Yang 

dimaksudsdengan ”bentuksganti 

kerugiansmelalui kepemilikanssaham” 

adalah penyertaanssaham 

dalamskegiatan pembangunansuntuk 

kepentingan sumum terkait dan/atau 

pengelolaannya yangsdidasari 

kesepakatan antarpihak. 

f. bentukslain yang disetujuisoleh 

keduasbelah pihak.  

Bentukslain yang disetujuisoleh kedua 

belahspihak misalnyasgabungan dari 2 

(dua) atau lebihsbentuk GantisKerugian 

sebagaimanasdimaksud padashuruf a, 

huruf b, shuruf c, dan shuruf d. 

Dasar dan cara penghitungan 

gantiakerugian untuk bangunanadan 

tanaman adalah nilai jual yang 

ditaksiraoleh Instansi PemerintahaDaerah 

yang bertanggungjawab di bidang 

tersebut.aSedangkan untuk tanahaharganya 

didasarkanaatas Nilai Jual Obyek Pajak 

(NJOP) atau nilaianyata 

sebenarnyaadengan memperhatikanaNilai 

Jual ObjekaPajak (NJOP) Bumiadan 

Bangunanatahun terakhir. Faktorfaktor 

yang dapatadijadikan pertimbangan 

dalamamenentukan besarnya ganti 

kerugian, di samping NJOP Bumiadan 

Bangunan tahun terakhir, juga 

menggunakan pertimbangan yangasesuai 

pasal 28 Peraturan KepalaaBPN Nomor 3 

Tahun 2007 adalah : 

1. lokasiaatau letakatanah ( strategis 

maupun kurang strategis ) 

2. status hakaatas tanah (HakaMilik, 

HakaGuna Bangunan, HakaPakai, dan 

lainnya) 

3. peruntukanatanah 
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4. Kesesuaianapenggunaan tanahadengan 

RencanaaTata Ruang Wilayahayang 

telahaada 

5. kelengkapanasaranadanaprasarana 

6. faktor lainayang 

mempengaruhiahargatanah. 

Penetapananilai harganyata di 

lapangan sebagai dasarapenghitungan 

dalam menentukan besarnya ganti 

kerugian atas tanahayang di lepaskan 

dimaksudkanaagar tingkat kesejahteraan 

bekas apemegang hak tidakamengalami 

kemunduran dan tidak menjadikan bekas 

pemegang hak bertambah miskin.  

3. Pelaksanaan Pemberian Ganti 

Kerugian 

Pemberian 

gantiskerugiansdiberikan kepada pihak 

yangsberhak berdasarkanshasil 

penilaiansyang ditetapkansdalam 

musyawarah. Pemberiansganti 

kerugianspada prinsipnyasharus 

diserahkanslangsung kepada pihaksyang 

berhaksatas ganti kerugian tersebut. 

Apabila pihak yang berhak berhalangan 

hadir karenashukum, maka dapat 

memberikanskuasa kepadaspihak lain 

atausahli warisnya. Penerimaskuasa hanya 

dapatsmenerima kuasa daris satusorang 

yang berhak atasgantiskerugian. 

(Penjelasan Pasal 40 UUNo, 2 Tahun 

2012) 

Pihak – pihak yang berhak atas ganti 

kerugian antara lain: 

a. Pemeganghaksatas tanahs 

b. pemegangshakspengelolaan 

c. nadzir, untukstanah wakafs 

d. pemilikstanahsbekassmilik adat 

e. masyarakatshukumsadat 

f. pihaksyangsmenguasaistanahsnegarasd

engan itikadsbaik 

g. pemegangsdasar penguasaansatas 

tanahsatau 

h. pemiliksbangunan, tanamansatau 

bendaslain yang berkaitansdengan 

tanah. 

Pada ketentuannya, ganti kerugian 

diberikan kepada pemegang hak atastanah. 

Untuk haksguna bangunansatau hak pakai 

yang beradasdi atasstanah yang bukan 

miliknya, ganti kerugiansdiberikan 

kepadaspemegang haksguna bangunan 

ataushak pakaisatas bangunan, tanaman, 

atausbenda lain yang berkaitansdengan 

tanah yangsdimiliki atau dipunyainya, 

sedangkandganti kerugiansatas tanahnya 

diberikanskepada pemegangshak 

miliksatau hak spengelolaan. 

Gantiskerugian atasstanah hak 

ulayatsdiberikan dalamsbentuk 

tanahspengganti, permukimanskembali, 

atau bentukslain yang disepakatisoleh 

masyarakatshukum adatsyang 

bersangkutan.Pihak yangsmenguasailtanah 

negara yangadapat diberikanaganti 

kerugian adalahapemakai tanahanegara 
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yang sesuaiddengan atau tidakamelanggar 

ketentuanaperaturan perundang-

undangana.Misalnya, bekasapemegang 

hak yangatelah habisajangka 

waktunyaayang masih menggunakanaatau 

memanfaatkanatanah yang abersangkutan, 

pihakayang menguasaiatanah negara 

berdasarkanasewa-menyewa, atau 

pihaklain yang menggunakanaatau 

memanfaatkan stanah negara 

bebasadengan tidak melanggar ketentuan 

peraturan perundang-undangan. Yang 

dimaksud dengan “pemegangsdasar 

penguasaansatas tanah” adalah pihaksyang 

memilikisalat bukti yangsditerbitkan 

olehspejabat yang berwenangsyang 

membuktikansadanya penguasaansyang 

bersangkutansatas tanah 

yangsbersangkutan, misalnya 

pemegangsakta jual belisataushak atas 

tanahsyang belumsdibalik nama, 

pemegangsakta jual belisatas hak 

milikdadat yang 

belumsditerbitkanssertifikat, dan 

pemegangssurat izinsmenghuni. 

Bangunan, tanaman, atau bendaslain yang 

berkaitansdengan tanah yangsbelum atau 

tidaksdipunyai denganshak atas tanah, 

gantiskerugian diberikanskepada 

pemiliksbangunan, tanaman, atau 

bendaslain yang berkaitansdengan tanah. 

 Pada saatg pemberian ganti 

kerugiandpihak yang berhakkmenerima 

gantidkerugian wajib: 

a. melakukandpelepasandhak 

b. menyerahkandbuktidpenguasaan 

atau kepemilikansobjek pengadaan 

tanahskepadaInstansisyang 

memerlukanstanah 

melaluislembaga pertanahan. 

Pelepasan haksadalah kegiatanspemutusan 

hubunganshukumdari pihaksyang berhak 

kepadasNegara 

melaluislembagasPertanahan(Sitorus, 

Oloan, 2004). 

 Pasal 42 Undang – undang Nomor 

2 Tahun 2012 menyatakan sdalam hal ini 

pihak yang berhaksmenolak bentuksatau 

besarnyaaganti kerugiansberdasarkan 

hasilsmusyawarah, ganti 

kerugiansdititipkan di Pengadilan Negeri 

setempat. Penitipansganti kerugian, 

jugasdilakukan terhadap: 

a. Pihaksyang berhaksmenerima 

gantiskerugian tidaksdiketahui 

keberadaannya 

b. Objek pengadaanstanah yangsakan 

diberikanganti kerugian: 

1. Sedang menjadisobjek 

perkarasdi pengadilan 

2. masihsdipersengketakankepemi

likannya 

3. diletakkanssitaolehspejabat 

yangsberwenang 

4. menjadi jaminan di bank. 
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Pada saatspelaksanaan 

pemberiansganti kerugian danspelepasan 

hak sebagaimanasdimaksud dalam Pasal 

41 ayat 2 huruf a telahsdilaksanakan atau 

pemberiansganti kerugianssudah dititipkan 

di PengadilansNegeri sebagaimana 

dimaksudddalam Pasal 42 ayat 1, 

kepemilikandatau hak atas tanahddari 

pihak yang berhakdmenjadi hapus danjalat 

bukti haknyaddinyatakan tidaksberlaku 

dan tanahnya menjadidtanah yang di 

kuasai langsungdoleh negara. 

Secarasteknis bila 

terjadispenolakan atas bentuksdan 

besaransganti kerugiansmaka pihak yang 

berhak dapat mengajukan keberatan 

kepada pengadilan Negeri setempatddalam 

waktudpaling lama 14 hari kerjadsetelah 

ditandatangani beritadacara hasil 

musyawarah. Haldini dijelaskanddalam 

Pasal 73 ayat 1 Perpres No. 71 Tahun 2012 

tentangdPenyelenggaraandPengadaan 

TanahdBagi PembangunandUntuk 

KepentingandUmum.Dalam ayat 2 pasal 

tersebutdditerangkandselanjutnya 

bahwadPengadilan Negeri 

berhakdmemutus bentukddan besarnya 

gantidkerugian dalam waktudpaling lama 

30 hari kerja sejakdditerimanya pengajuan 

keberatan. Sementara ayat 3dmenjelaskan 

dahwa pihak yang keberatandterhadap 

putusandPengadilan Negeri sebagaimana 

dimaksud pada ayat 2 dalam waktu paling 

lama 14 hari kerja dapat mengajukan 

kasasi kepadadMahkamah Agung. Ayat 4 

menjelaskandbahwa Mahkamah 

Agungdwajib memberikan putusanddalam 

waktu paling lama 30 hari kerjadsejak 

permohonandkasasi diterima. 

C. KESIMPULAN 

Pemberian 

gantiskerugiansdiberikan kepada pihak 

yangsberhak berdasarkanshasil 

penilaiansyang ditetapkansdalam 

musyawarah. Pemberiansganti 

kerugianspada prinsipnyasharus 

diserahkanslangsung kepada pihaksyang 

berhaksatas ganti kerugian tersebut. 

Berdasarkan pembahasan diatas, maka 

dapat disimpulan sebagai berikut, 

Pelepasan tanah bagi pembangunan untuk 

kepentingan umum diatur dalamaPasal 33 

Undang - Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945, Undang - undanga 

Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan 

Dasar Pokok - Pokok Agraria danaUndang 

– undang Nomor 2 Tahun 2012 

tentangaPengadaan Tanaha 

bagiaPembangunan untuk 

KepentinganaUmum. PelepasanaHak atas 

Tanah adalah kegiatanapemutusan 

hubunganahukum hukum dari pihak 

pemilik hak atas tanahakepada Negara 

yang membutukan tanah melaluicara cara 

yang telah ditetapkan dalam Undang 

Undang. 

Pemberian gantiakerugian dilakukan 

denganacara penggantian yangalayak 
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danadil kepada pihakayang berhak dalam 

prosesapelepasan tanah. Besarnya nilai 

gantiakerugian dilakukan oleh timapenilai 

disetiap  bidangaper bidangatanah. 

Pemberiansganti kerugianspada 

prinsipnyasharus diserahkanslangsung 

kepada pihaksyang berhaksatas ganti 

kerugian tersebut. Apabila pihak yang 

berhak berhalangan hadir karenashukum, 

maka dapat memberikanskuasa 

kepadaspihak lain atausahli warisnya. 

Penerimaskuasa hanya dapatsmenerima 

kuasa daris satusorang yang berhak atas 

gantiskerugian. 
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